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PENETAPAN
Nomor 00661Pdt.P120161PA.Bgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan
Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ikbal Pelurui bin Abd. Hakim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kokini
Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut,

sebagai Pemohon [; dan

Yuliana Mangadilan binti Linus M, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di Desa Kokini Kecamatan Banggai Kabupaten

Banggai Laut, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 25 Juli

2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di

bawah Register Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 10 Agustus 2016,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, Pemohon | dengan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim
bernama Yadin A.M dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama
bernama Sirwan Lajati dan Nukri Madolan dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dalam
usia 19 tahun dan Pemohon Il berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat
dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya
suami isteri dan dikaruniai satu anak bernamaAl Fadly Pelurui, umur 3
tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggangu gugat
pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon
tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai buku
nikah, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon || membutuhkan Itsbat
Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon | dan
Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim
untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Para
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim
untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini Kecamatan
Banggai Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 11 Agustus 2016
Nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan

perkara permohonan ltsbath Nikah tersebut melalui papan pengumuman

Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon
datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini
dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan
oleh Para Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara
lisan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dahulu menikah di Desa Kokini dan

Pemohon Il telah masuk agama Islam 2 hari sebelum pernikahan;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Imam

Masijid Mujahidin Desa Kokini bernama Yadin Mau;

- Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon Il adalah Wali Hakim
bernama Yadin A.M karena ayah kandung Pemohon Il beda agama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat:

1. Fotocopy KTP Pemohon | dengan NIK 7207020709930001 yang
dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (bukti P.1);

2. Fotocopy KTPPemohon Il dengan NIK 7207145309940001 yang
dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Banggai Kepulauan (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Sirwan Lajati, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten
Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon IlI, karena saksi

adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri

yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 05 Juli 2012, yang
dilaksanakan di Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut,
tepatnya di rumah kakek Pemohon I, karena saksi hadir saat pernikahan

tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon Il adalah wali hakim

(Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini), karena orang tua Pemohon I
beragama Kristen Katolik dan orang tua Pemohon Il tersebut merestuinya
dan hadir dipernikahan, dan Imam Masjid Mujahidin tersebut bernama Yadin

Mau;
- Bahwa Pemohon Il tidak mempunyai saudara yang beragama Islam

saudara laki-laki Pemohon Il adalah penganut agama Kristen Katolik;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab gabul diucapkan sendiri oleh

Pemohon | dan wali Pemohon Il secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada petugas dari Kantor Urusan

Agama (PPN) setempat;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, juga

terdapat dua orang saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri £ 50 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon | memberikan mahar kepada

Pemohon Il berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon | beragama Islam dan sudah

dewasa, dan Pemohon Il juga beragama Islam karena dua hari sebelum
pernikahan tersebut, Pemohon Il telah masuk agama Islam (Muallaf) dan

juga telah dewasa;
- Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon Il

berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,

semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk

melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon

| dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il tidak

pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;
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- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sampai

dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah
untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat

seperti Akta Kelahiran anak;

2. Nukri Madolan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten
Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon IlI, karena saksi
adalah Paman dari Pemohon Il dari garis keturunan ibu kandung Pemohon

Il;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri

yang sah, yang menikah pada tanggal tanggal 05 Juli 2012, yang
dilaksanakan di Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten
Banggai Laut, tepatnya di rumah kakek Pemohon I, karena saksi hadir saat

pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, wali nikah Pemohon Il adalah wali hakim

(Imam Masjid Desa Kokini) bernama Yadin Mau, karena orang tua Pemohon
Il beragama Kristen Katolik dan orang tua Pemohon |l tersebut merestuinya,

dan hadir pada saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon Il mempunyai saudara kandung laki-laki, namun

saudara kandung Pemohon Il tersebut penganut agama Kristen Katolik;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ijab gabul diucapkan sendiri oleh

Pemohon | dan wali Pemohon Il secara beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ada petugas dari Kantor Urusan

Agama (PPN) setempat yang menyaksikan;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, kami yang

menjadi saksi nikah, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh sanak kerabat +

50 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon | memberikan mahar kepada

Pemohon Il berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon | beragama Islam dan telah berumur

19 tahun, dan Pemohon Il juga beragama Islam karena dua hari sebelum
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pernikahan tersebut, Pemohon Il telah masuk agama Islam (Muallaf) dan
juga telah berumur 18 tahun; Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus

jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,

semenda, ataupun sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk

melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon

| dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il tidak

pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sampai

dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah
untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat

seperti Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi

mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon Il telah datang sendiri menghadap ke
muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan itsbat nikah dan
masuk dalam bidang perkawinan, antara Pemohon | dan Pemohon Il yang
beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2,
yang mana alamat dan domisili Pemohon | dan Pemohon Il masuk dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka Pengadilan Agama Banggai
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan
sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama jangka waktu 14
hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah
memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku Il edisi Revisi tahun 2010,
halaman 149-150;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana
maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti
tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam surat
permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dan
Pemohon II, menikah pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini, Kecamatan
Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Yadin
Mau (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini),karena ayah kandung Pemohon Il
beragama Kristen Katolik, dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama
Sirwan Lajati dan Nukri Madolan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah), dan keduanya tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan namun pernikahan keduanya tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya keduanya mohon dinyatakan
sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-
syarat formil sehingga dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang
ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan
perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir
dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon | dan
Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis
Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2012, antara Pemohon | dengan Pemohon I
telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam yang dilaksanakan di
Desa Kokini, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, yakni

di rumah kakek Pemohon |;
- Bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon Il masih hidup namun

menganut agama Kristen Katolik, saudara kandung Pemohon Il juga
beragama Kristen Katolik, paman Pemohon Il dari jalur ayah Pemohon I
juga menganut agama Kristen Katolik dan Pemohon I, sehingga Pemohon
Il tidak mempunyai wali nasab, namun kedua orang-tua Pemohon Il telah

merestuinya dan hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah tokoh agama Islam dalam hal ini

Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini ditunjuk oleh Pemohon Il sebagai
walinya, yang mana Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini tersebut telah

banyak menikahkan orang di daerah tersebut;
- Bahwa ijab gabul diucapkan sendiri oleh Pemohon | dan wali Pemohon Il

secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dihadiri £ 50 orang dari

sanak keluarga dan tetangga, dan diantaranya adalah dua orang saksi nikah

bernama Sirwan Lajati dan Nukri Madolan;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon | berstatus jejaka, beragama Islam,

dan telah dewasa berumur 19 tahun, sedang Pemohon |l berstatus
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perawan, dua hari sebelum menikah Pemohon Il telah beragama Islam

(Muallaf), dan telah dewasa berumur 18 tahun;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab,

semenda, maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk

melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama pemikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon

| dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 orang anak bernama Al Fadly;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon

| dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut

sampai dengan sekarang, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan

tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama (PPN) setempat, dan mereka mengajukan isbat nikah untuk
mendapatkan  kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat
administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat
dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut
tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana
perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu
dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka
berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang
dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya
dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur
keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan
sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
4 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum lIslam
apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai
dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan
dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai
berikut :

LSS o 08 Log Joe sonluivg g Y] G Y
Jbol g9 s ue e

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan
manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal ”;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk
menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang
dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam
kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,
sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A, yang berbunyi
sebagai berikut:

aldg Wiaddy Olail
Artinya: “ Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki
wali”;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu
pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh
Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementrian
Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3
Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah
Pemohon |l adalah seorang (Imam Masjid Mujahidin Desa Kokini), bukan
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sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi,
antara lain;
1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua
pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti (Imam

Masjid Mujahidin Desa Kokini);
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang

dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk
mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita

yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim

tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan
doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj, Juz
20, Hal. 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :
algz 51l UiS asaginz; J B « Yologiar Jaals LliSsals]
Lezs.u5 Jasagine ol ol losbolanniosis O lell>
Lo Vo sgrailss] 355 o pSLalBongoSrngdgio
Vg 1 JLESI5 o)z xlsain) IxgizaiSeal Ols Lisall
siozgl o Lasnogzanoion Ji o eSIalladasS)imix,

Artinya : ” Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian
Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan
bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada
seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan
perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah
muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam
kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut
menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang
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mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid
karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat
kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi
tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam
perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila: 1). Tidak
adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya, 2).
Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau Imam Masijid
Mujahidin Desa Kokini, bernama Yadin Mau, oleh Pemohon Il dan disetujui oleh
Pemohon | sebagai wali nikah Pemohon Il, yang dianggap mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan
banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak
ada wali nasab Pemohon Il yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I,
ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh
agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit
mendapatkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai
suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa wali nikah Pemohon Il dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah,
dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah
terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun
nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14,
19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon |
dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal
perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,
pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (lkbal Pelurui bin Abd.
Hakim) dengan Pemohon Il (Yuliana Mangadilan binti Linus M) yang dahulu
dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 di Desa Kokini, Kecamatan Banggai
Tengah, Kabupaten Banggai Laut wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 06
September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 Hijriyah
oleh kami Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal
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tersebut dengan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan . Rp. -
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai . Rp. 6.000,-

Jumlah . Rp. 91.000,-

Terbilang: sembilan puluh satu ribu rupiah.
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